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GUBERNUR JAMBI
PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 40 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI JAMBI

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAMBI,

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 huruf e angka 4
Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Jambi, telah dibentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah
Provinsi Jambi sebagai Perangkat Daerah yang
melaksanakan fungsi penunjang penelitian,
pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta
invensi dan inovasi yang terintegrasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Riset dan
Inovasi Daerah Provinsi Jambi;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem
Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6374);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang
Provinsi Jambi (Lembaran Negara Repubik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6807);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indoneisa Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang
Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6123);

11. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang
Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023
tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur
Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi
Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jambi Nomor 8) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi
Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran
Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor
40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN,

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI JAMBI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Provinsi Jambi.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara urusan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Gubernur adalah Gubernur Jambi.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.

Badan Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut BRIDA adalah
Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jambi.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi
Jambi.

Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Riset dan Inovasi Daerah
Provinsi Jambi.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

(1)

(2)

Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Riset dan Inovasi Daerah
Provinsi Jambi.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN
adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas
dalam suatu jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya dan digaji
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah PNS yang
gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Jambi.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada
keahlian dan keterampilan tertentu.

Kelompok Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Kelompok JF
adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan
pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan
tertentu.

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah
untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan
pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian
kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan
penarikan kesimpulan ilmiah.

Pengembangan adalah kegiatan untuk meningkatkan dan daya dukung
[Imu Pengetahuan dan Teknologi yang telah terbukti kebenaran dan
keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi.

Pengkajian adalah kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan,
kemanfaatan, dampak dan implikasi sebelum dan/atau sesudah ilmu
pengetahuan dan teknologi diterapkan.

Penerapan adalah pemanfaatan hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau
Pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam kegiatan
perekayasaan, inovasi dan/atau difusi ilmu pengetahuan dan teknologi.

Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan
pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau
proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

Inovasi adalah hasil pemikiran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian,
dan/atau Penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah
diterapkan serta memberikan kemanfaatan, ekonomi dan/atau sosial.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

BRIDA merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan
pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan
penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris
Daerah.

BRIDA dipimpin oleh Kepala Badan.



Pasal 3

BRIDA mempunyai tugas membantu Gubernur dalam rangka melaksanakan
kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan  pengendalian penelitian,
pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di
daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, serta melaksanakan
penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan
daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BRIDA

menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan Penelitian,
Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di
Daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan
teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan
Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;

b. penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber
daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi
dan inovasi di Daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;

c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang
riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan
teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan
penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja
sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan
penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan
inovasi di Daerah;

e. pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan
pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah;

f. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan
sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;

g. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan
penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh
lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di Daerah;

h. pelaksanaan koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi Daerah.

pelaksanaan administrasi BRIDA; dan

j- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan
bidang tugasnya.

o e

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi BRIDA terdiri dari:
a. Kepala;
b. Sekretariat; dan
c. Kelompok JF



Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas
membantu BRIDA menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas,
pembinaaan dalam internal BRIDA dan pemberian dukungan teknis
administrasi kepada BRIDA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat

menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran, pemantauan dan
evaluasi  kinerja, kelembagaan, dan sumber daya penelitian,
pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi di
Daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;

b. perencanaan, koordinasi pengadaan infrastruktur riset meliputi seluruh
sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan riset baik dalam bentuk
bangunan, peralatan, lahan, koleksi dan data serta mengoordinasikan
pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur riset oleh Kelompok JF
substansi;

c. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan pembendaharaan dan
urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;

d. pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, keamanan
dalam, perlengkapan dan pengelolaan aset serta urusan perpustakaan dan
dokumentasi;

e. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional,
serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.

Pasal 8

Sekretariat terdiri dari:
a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Kelompok JF.

Pasal 9

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
huruf a mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam melaksanaan
penyusunan rencana dan koordinasi pengadaan infrastruktur riset,
pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur riset urusan ketatausahaan,
kerumahtanggaan, keamanan dalam, perlengkapan dan pengelolaan aset,
urusan perpustakaan dan dokumentasi serta pengelolaan administrasi
kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja
Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Subbagian
Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a. pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan dan ekspedisi;

b. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;



c. penyiapan bahan penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan
perkantoran;

d. penyiapan bahan pengelolaan rumah tangga, humas, dan keprotokolan;

e. penyiapan bahan pelaksanaan analisis jabatan kelembagaan dan
ketatalaksanaan;

f. penyiapan bahan administrasi kepegawaian;

g. penyelenggaraan urusan dokumentasi dan informasi umum dan
kepegawaian;

h. pelaksanaan pembinaan dan evaluasi kinerja Pegawai ASN; dan

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

kewenangannya.

Pasal 11

Kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas:
a. Kelompok JF Substansi Program; dan
b. Kelompok JF Substansi Keuangan.

Pasal 12

Kelompok JF Substansi Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf
a mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam melaksanakan penyusunan
rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi kinerja,
kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan
penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah yang berpedoman pada nilai
Pancasila sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Kelompok JF Substansi Keuangan Program sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 huruf b mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam
melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis pelayanan administrasi
penganggaran, penatausahaan, pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan
keuangan dan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:

a. Kelompok JF pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan
pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu
pengetahuan dan teknologi di Daerah; dan

b. Kelompok JF pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan
pengendalian invensi dan inovasi di Daerah.

Pasal 15

Kelompok JF pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan

pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu

pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

huruf a, dalam melaksanakan tugas BRIDA menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian,
pengembangan, pengkajian, dan penerapan di Daerah yang memperkuat
fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai
landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang
kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;

b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang
penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan ilmu pengetahuan dan
teknologi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta
kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu
pengetahuan dan teknologi di Daerah;



c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja
sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraaan
penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan
inovasi di Daerah;

d. pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan
pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah;

e. pelaksanaan koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan sesuai dengan
bidang tugasnya.

Pasal 16

Kelompok JF pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan

pengendalian invensi dan inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 huruf b, dalam melaksanakan tugas BRIDA menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan invensi dan
inovasi di Daerah yang memperkuat fungsi dan  kedudukan ilmu
pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan
pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada
nilai Pancasila;

b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang
invensi dan inovasi, kerja sama invensi dan inovasi, serta kemitraan invensi
dan inovasi di Daerah;

c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang invensi dan inovasi,
kerja sama invensi dan inovasi, serta kemitraan invensi dan inovasi di
Daerah;

d. pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi di Daerah;

e. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan
sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;

f. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan
ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh
lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di Daerah; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan sesuai dengan
bidang tugasnya.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17

Pada Perangkat Daerah dapat dibentuk sejumlah kelompok JF sesuai dengan
kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, terdiri atas berbagai
jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang
pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Kelompok JF mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang
tenaga fungsional masing-masing dan bertanggung jawab berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.



(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

(1)

(2)

(1)

(2)

Jumlah Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan
berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban
kerja.

Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang
mengatur jabatan fungsional masing-masing.

Pasal 19

Kelompok JF mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai
dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok
JF dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk
mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal terdiri atas:
a. ketua tim: dan
b. anggota tim.

Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat berasal dari
pejabat fungsional, administrator, pengawas, atau pelaksana yang
ditugaskan oleh Kepala Badan dengan memperhatikan kompetensi dan
keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.

Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan
sesuai dengan bidang tugasnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugasnya dan penugasan
kelompok JF dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 20

Kepala Badan melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan
sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi.

Pasal 21

Perangkat daerah harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan
tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di
lingkungan perangkat daerah; dan

Proses bisnis antara unit organisasi di lingkungan perangkat daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 22

Perangkat daerah harus menyusun peta jabatan berdasarkan analis jabatan,
peta jabatan, analis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di
lingkungan perangkat daerah.



Pasal 23

Setiap unsur di lingkungan perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya
harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam
lingkungan perangkat daerah maupun dalam hubungan antar perangkat
daerah atau lembaga lain yang terkait.

Pasal 24

Semua unsur di lingkungan perangkat daerah harus menerapkan sistem
pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.

Pasal 25

(1) Kepala Badan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan
bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan
tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.

(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertangung jawab serta
dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 26

Kepala Badan harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di
lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme
akuntabilitas publik melalui penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, dan
pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 27

Kepala Badan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing
dan apabila terjadi penyimpanagan wajib mengambil langkah-langkah yang
diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

(1) Setiap bawahan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta
bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan
laporan kinerja kepada Kepala Badan secara berkala tepat pada waktunya.

(2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan dari bawahannya diolah
dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan
untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

(3) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan disampaikan
kepada Kepala Badan.

(4) Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Sekretaris
Daerah mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan secara berkala.

BAB VI
PENGISIAN JABATAN

Pasal 29

(1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat
Pengawas serta Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan dalam
jabatan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

(7)

(8)

(1)

(2)
(3)

Perangkat daerah diisi oleh Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan
Administrator dan Jabatan Pengawas pada perangkat daerah wajib
memenuhi persyaratan kompetensi:

a. teknis;

b. manajerial; dan

c. sosial kultural.

Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diukur
dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan
pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.

Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b,
diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan
pengalaman kepemimpinan.

Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c,
diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk
dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan
kebangsaan.

Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
Pegawai ASN yang menduduki jabatan perangkat daerah harus memenuhi
kompetensi pemerintahan.

BAB VII
JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 30

Kepala Badan merupakan jabatan eselon Il.a atau jabatan pimpinan tinggi
pratama.

Sekretaris merupakan jabatan eselon Ill.a atau jabatan administrator.

Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Struktur organisasi BRIDA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 32

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka ketentuan Pasal 155,
Pasal 156, Pasal 157, Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 162,
Pasal 163, Pasal 164, Pasal 165, Pasal 166, Pasal 167, Pasal 168, Pasal 169,
Pasal 170, Pasal 171, Pasal 172, Pasal 173, Pasal 174 Peraturan Gubernur
Jambi Nomor 30 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 30),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 31 Desember 2024

GUBERNUR JAMBI,
ttd

H. AL HARIS
Diundangkan di Jambi
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H. SUDIRMAN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2024 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
(;ZPlt. Kepala Bi ukum,

t

1, SH, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730729 200012 1 002




LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 40 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS
DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN
RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI
JAMBI.

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI JAMBI

KEPALA
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN
SUBBAGIAN UMUM FUNGSIONAL
DAN KEPEGAWAIAN
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
Salinan sesuai dengan aslinya GUBERNUR JAMBI,
&7 Plt. Kepala Bi ukum,
t ttd
1, SH, MH
Pembina Utama Muda (IV/c) H. AL HARIS

NIP. 19730729 200012 1 002



